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ENDORSEMENT 


Buku ini terbit pada waktu kita membutuhkannya. 


Demokrasi sedang guyah di mana-mana. Sejak sekitar satu dasawarsa yang lalu— 
berarti awal abad ke-21, berarti sekitar 10 tahun semenjak Francis Fukuyama 
memaklumkan kemenangan “demokrasi liberal” di mana-mana—orang mulai 
bicara tentang “resesi demokrasi”. Di tahun 2017, Fukuyama sendiri mengakui: 
dulu ia “tak menyangka atau tak punya teori bagaimana demokrasi bisa 
berjalan mundur,” dan ternyata bisa. Riset majalah terkemuka The Economist 
menunjukkan bahwa kurang dari 596 penduduk dunia hidup dalam “demokrasi 
penuh”. Dengan menggunakan 6o indikator, diketemukan bahwa di tahun 2018, 
ada 89 dari 167 negeri yang dinilai mendapatkan nilai lebih rendah ketimbang 
tahun sebelumnya. 


Indonesia juga mengalami “resesi demokrasi” itu. Ketika rezim “Orde Baru” 
runtuh, kita menyangka bahwa kekuasaan dengan kekuatan militer dan 
birokrasi akan digantikan kehidupan politik yang menghormati “civil liberties", 
perbedaan paham, dan memiliki perwakilan rakyat yang efektif. Ternyata 
tidak. Negeri kita memang jauh lebih selamat ketimbang negeri-negeri Arab, 
dan tak mengembalikan kekuasaan otoriter seperti di Rusia dan RRT, tetapi 
demokrasi kita kini ditandai oleh partai politik yang tak dipercaya rakyat, proses 
pemilihan yang dicemarkan uang dan korupsi, DPR yang menjaga kepentingan 
para anggotanya ketimbang pemilih, kepala-kepala daerah yang nyaris berkuasa 
mutlak, dan hak-hak minoritas yang ditiadakan. 


Apa sebab demokrasi kita tak secerah seperti yang kita cita-citakan? Dengan 
bahasa yang terang dan uraian yang sistematis, F. Hardiman menyorot satu sisi 
yang sering diabaikan penelaah politik modern: kehadiran “sentimentalitas”. Ia 
menunjukkan bahwa modernisasi tak seluruhnya menghasilkan rasionalitas di 
dalam kehidupan politik, dan apa yang disebut “sekularisasi” (sebuah istilah yang 
sering membingungkan, sebenarnya) tak meniadakan peran agama dalam politik. 
Bagian penting buku ini menelaah keadaan itu seraya membahas pemikiran sejak 
Carl Schmitt sampai dengan Nurcholis Majid —pendeknya membahas bagaimana 
agama-agama berperan dewasa ini, dengan akibat positif dan negatifnya. 


Hardiman, penafsir Habermas dan Heidegger yang terkemuka di Indonesia kini, 
menunjukkan bagaimana rasionalitas berinteraksi dengan “sentimentalitas” dalam 
demokrasi. Ia sendiri melanjutkan keyakinannya kepada hubungan demokrasi 
dan nalar, tetapi pandangannya arif. Matang dalam dunia filsafat memang 
membuat orang seperti penulis Demokrasi dan Sentimentalitas mengakui: sikap 
yang terbaik bermula dari bertanya, bukan dari menjawab. 


Goenawan Mohamad 
Sastrawan dan Pendiri Majalah Tempo 
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Demokrasi Indonesia yang mulai menggeliat kembali sejak era reforma- 
si masih perlu diamati terus-menerus agar tujuan utamanya berupa ter- 
ciptanya sebuah “bonum commune” (kesejahteraan umum) menjadi 
kenyataan. Buku Demokrasi dan Sentimentalitas karya F. Budi Hardiman 
ini adalah salah satu bentuk dari kajian penting tentang demokrasi itu. 


Ahmad Syafii Maarif 
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah & 
Pendiri Maarif Institute 


Buku Budi Hardiman yang merupakan kumpulan 18 artikel ini sangat inspi- 
ratif. Ada benang merah yang menyatukan: pertama, poros temanya hubungan 
antara demokrasi, agama, dan masalah kekerasan. Kedua, refleksinya yang men- 
dalam karena mendasarkan pada gagasan yang dielaborasi para pemikir besar 
sehingga pembaca bisa menyingkap asumsi, mekanisme, dan jangkauan suatu 
masalah. Buku ini membantu pembaca yang ingin mendapat penjelasan ring- 
kas tapi mendalam sekitar hubungan politik, agama, kekerasan, dan pluralitas. 


J. Haryatmoko 
Dosen tetap Universitas Sanata Dharma, 
pengajar tamu pasca-sarjana Universitas Indonesia 


Begitu jelas ketimpangan antara institusi dan kultur demokrasi, demikian 
pula ketimpangan antara tuntunan moral agama dan perilaku brutal umat 
beragama. Berbagai kondisi ambigu masyarakat Indonesia pasca reformasi 
dinarasikan secara apik dalam buku Demokrasi dan Sentimentalitas karya F. 
Budi Hardiman. Hal itu mengindikasikan capaian kita memang baru pada level 
demokrasi prosedural. Belum mampu mewujudkan demokrasi substansial 
yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan (virtual values), menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat, memenuhi hak-hak individu, menjamin hak minoritas, 
serta menyejahterakan seluruh warganegara. Terlihat pula ambivalensi peran 
agama dalam politik kontemporer. Sejatinya agama menjadikan masyarakat 
lebih taat hukum, jauh dari perilaku koruptif serta lebih tergerak mewujudkan 
kehidupan damai dan harmoni. Faktanya, agama justru menjadi alat ampuh 
membenarkan intoleransi dan tindakan sektarian yang menodai kesucian 
agama. Buku ini patut dibaca oleh semua pemangku kepentingan di negeri ini. 


Musdah Mulia 
Ketua Umum Indonesian Conference on Religions for Peace (ICRP) 
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PRAKATA 


Protagonis dalam buku ini bukanlah agama, melainkan Onyorparia, 
demokrasi. Antagonisnya juga bukan agama. Agama dibicarakan di dalamnya 
sebagai kekuatan demokratisasi sebuah masyarakat. Memang kekuatan ini 
tidak selalu progresif, dan sering konservatif, tetapi demokratisasi tidak 
dapat dilepaskan dari agama, karena sebagian, bahkan sebagian besar 
Geuoc' adalah orang-orang beragama yang harus diperhitungkan dalam 
kpatog?. Antagonis dalam buku ini adalah sentimentalitas, sesuatu yang 
dapat disulut dengan isu agama, sebagaimana kerap terjadi tidak hanya 
di dalam politik global, melainkan juga akhir-akhir ini dalam masyarakat 
kita sendiri. Sentimentalitas merupakan bagian manusia, sebagaimana 
juga rasionalitasnya, yang tidak dapat dibersihkan sama sekali dari politik, 
karena justru politik juga hidup darinya untuk mencari kepatuhan mereka 
yang menjadi targetnya. 

Di bawah judul Demokrasi dan Sentimentalitas buku ini mengingatkan 
pada ambivalensi peran agama dalam politik kontemporer. Sub-judul 
radikalisme dan post-sekularisme bukanlah dua kutub yang berlawanan 
secara diametral, melainkan sedikit banyak merangkum fenomena 
kontemporer di mana agama dengan kedua wajahnya itu menjadi bagian 
proses demokratisasi. Buku akan dimulai dengan bahasan-bahasan tentang 
bagaimana agama didekati secara prosedural di dalam penalaran publik 
masyarakat majemuk, melalui bahasan-bahasan tentang agama dan 
kekerasan, dan akhirnya kembali pada soal prosedur dengan uraian-uraian 
tentang kemungkinan peran publik agama dalam demokrasi pluralistis. 
Uraian-uraian tersebut diterangi dengan berbagai referensi pemikiran 
filsafat politik, ditulis dengan tujuan berbeda-beda, dan dalam sudut 
pandang yang beragam, tetapi tetap ada kesatuan tematis dan benang 


merah yang melintasi uraian-uraian itu. 


1 " demos - rakyat. 


. : 
2 kratos - kekuasaan, pemerintahan. 
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Tulisan-tulisan yang dihimpun di sini tidak mungkin ada tanpa peranan 
lembaga-lembaga yang telah mengundang penulis untuk berdiskusi atau 
menulis, termasuk Goethe Institut Jakarta, Universitas Satya Wacana 
Salatiga, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat 
dan Teologi. St. Paulus Ledalero Flores, Komisi Keadilan, Perdamaian dan 
Pastoral KWI, Friedrich Ebert Stiftung, Harian Kompas. Dalam beberapa 
kesempatan penulis juga mendiskusikan beberapa bagian buku ini dengan 
para mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan dengan 
para kolega di Universitas Pelita Harapan. Kepada mereka semua dan tentu 
saja publik yang ikut berdiskusi pada kesempatan-kesempatan tersebut 
penulis menyampaikan rasa terima kasih. Penulis juga mengucapkan 
banyak terima kasih kepada Bapak Donny Ibrahim yang telah memberi 
sentuhan artistis kepada sampul buku ini dan kepada Penerbit Kanisius 


yang telah memungkinkan penerbitannya. 


Serpong, 10 November 2017 


FBH 
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PENDAHULUAN 


“Sentimentalitas adalah bangunan atas yang menutupi brutalitas” 


- Carl Gustav Jung - 


udul buku ini menyimpan kontradiksi. Demokrasi tidak dapat 
dirukunkan dengan sentimentalitas, karena dasarnya adalah penalaran 
publik. Penalaran merupakan upaya gigih untuk mengatasi sentimen- 
sentimen, maka demokrasi yang berjalan baik tentu akan menghindarkan 
diri dari setiap upaya sentimentalisasi publik dengan memakai sumber- 
sumber konflik demi tujuan-tujuan kekuasaan belaka. Seperti dibahas 
dalam sejarah kesusastraan dan filsafat, sentimentalitas tidak selalu negatif, 
karena kita manusia juga didorong oleh sentimen moral untuk berbuat 
baik. Charles Taylor, misalnya, menganggap sentimen sebagai sesuatu yang 
sangat penting untuk bertindak baik secara moral. Namun sentimentalitas 
masuk ke dalam problem demokrasi di sini dalam arti peyoratif sebagai 
“rasa persekutuan” yang mengancam fairness dalam prosedur demokratis. 
Identitas-identitas kolektift—bukan hanya agama, melainkan juga suku, 
ras, golongan ataupun kategori-kategori kolektif lainnya—dapat menjadi 
sumber rasa persekutuan itu yang mencederai netralitas prosedur 
demokrasi, jika dipakai untuk melayani kepentingan-kepentingan 
pencarian kekuasaan. Dalam arti ini sentimentalitas jelas bukan sebuah 
keutamaan, melainkan sebuah korupsi berbahaya yang dapat mengarah 
pada brutalitas. 
Demokrasi memang tidak selamanya berjalan baik. Di dalam kondisi 


tertentu demokrasi dan sentimentalitas—yakni dalam artinya yang 


3  Bdk. June Howard, “What is Sentimentality”, dalam: American Literary History, Vol. 11, No. 1, 
Oxford University Press, Oxford, 1999, hlm. 70. 
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peyoratif itu—dapat berpasangan. Leluhur filsafat Barat, Plato, dalam 
bukunya Politeia sudah memperingatkan bahaya persandingan demokrasi 
kerumunan dan sentimentalitas yang akan membuahkan ketidakadilan 
karena kerumunan itu sentimental dan rentan untuk dimanipulasi. Plato 
yang sejak awal gigih melawan demagogi kaum sofis melukiskan lanskap 
politis zamannya, yakni bagaimana sentimen kerumunan orang-orang 
muda di parlemen, pengadilan, teater atau medan-medan perang dibakar 
untuk tujuan-tujuan politis sehingga pendidikan seolah tidak berdaya 
menahan provokasi-provokasi itu.' Dewasa ini lanskap seperti itu sudah 
berubah total. Tidak lagi diperlukan kerumunan fisik di tempat-tempat 
fisik. Kerumunan sudah bermigrasi ke dunia digital, entah itu Twitter, 
WhatsApp, Facebook, Line, Instagram dst. dan berubah menjadi teks-teks 
digital tanpa kehadiran fisik, namun dengan dampak sentimental yang 
bisa lebih hebat untuk mengerahkan kerumunan fisik. Sarana memang 
berbeda: dahulu kontainer-kontainer massa, seperti teater arena, parlemen, 
pasar, dan sekarang media-media sosial. Akan tetapi problemnya sama: 
sentimentalisasi massa dalam demokrasi. Kalaupun negara hukum modern 
yang konsepnya dirintis oleh Hobbes, Locke, Montesguieu, dan Rousseau 
telah memasang “saringan untuk sentimentalitas berupa prosedur 
demokratis, agaknya dewasa ini 'saringan' itu mulai koyak. 

Bila mencermati politik kontemporer entah di Eropa, Amerika 
Serikat, atau di negeri kita sendiri, kita segera dapat merasakan sesuatu 
yang menggelisahkan. Negara-negara demokratis tidak sedang menghadapi 
tantangan dari luar, sebagaimana dahulu muncul dari negara-negara yang 
berbeda ideologi, melainkan justru dari dalam. Sampai pada akhir abad 
lalu masih ada pilihan sikap-sikap politis entah itu memihak status guo 
pemerintahan otoriter atau memihak demokrasi yang tidak lain daripada 
perubahan sosial politis yang progresif, sebagaimana yang terjadi dalam 
masyarakat kita sebagai gerakan reformasi. Dewasa ini hampir semua 
kekuatan masyarakat mendaku demokratis dan berteriak agar demokrasi 


menjadi jalan menyelesaikan masalah-masalah politis. Demokrasi seolah 


4  Lih. Plato, Der Staat, 492b, Meiner Verlag, Leipzig. 


10 Versi Pdf Lengkapnya di ipus MER OM EA TA AI 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


telah menjadi suatu keniscayaan politis bangsa-bangsa beradab. Akan 
tetapi ada sesuatu yang ganjil. 

Di antara kelompok-kelompok yang ikut berteriak dalam demokrasi 
kontemporer itu adalah kelompok-kelompok garis keras, entah itu kaum 
sekularis anti-Islam atau kaum Islamis anti-sekularisme. Bagi kelompok- 
kelompok ekstrem kanan di Barat kehadiran para imigran Muslim 
merupakan ancaman bagi demokrasi dan bahkan bagi eksistensi Eropa, 
dan negara hukum demokratis yang ada terlalu lembek untuk menghadapi 
mereka sehingga sekarang ini menjamur kantung-kantung Muslim di 
berbagai kota di Eropa. Bagi kelompok-kelompok Islam radikal yang 
juga ada di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, 
sistem negara hukum demokratis yang ada sekarang berciri sekular dan 
tidak sesuai dengan doktrin religius mereka. Sudah menjadi pengetahuan 
umum bahwa para teroris memanfaatkan demokrasi liberal untuk tujuan- 
tujuan mereka, sehingga kelompok-kelompok anti-imigran di Barat 
memperingatkan bagaimana sikap longgar kepada minoritas Muslim 
akan merugikan konstitusi demokratis itu sendiri karena di beberapa 
kota kelompok minoritas ini mulai berani menuntut penerapan hukum 
syariah di wilayah-wilayah mereka. Konstitusi demokratis dianggap terlalu 
lembek bagi mereka, sementara bagi kelompok-kelompok Islam radikal 
di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, negara 
hukum demokratis dianggap sekular dan bertentangan dengan hukum 
syariah. Politik kontemporer rupanya sedang berbelok ke Kanan (bab 
11). Demokrasipun menjadi sasaran tembakan dari kekuatan-kekuatan 
konservatif yang intoleran, entah itu berarti anti-Islam atau Islam radikal. 
Eropa yang sudah lama tersekularisasi rupanya tidak lagi bisa mengandaikan 
begitu saja bahwa agama merupakan persoalan privat karena di beranda 
mereka sekarang Islam telah menjadi poros persoalan politis yang sangat 
sentimental. 

Kelompok-kelompok intoleran, bukan hanya di Eropa, melainkan 
juga di dalam masyarakat kita, memakai fasilitas-fasilitas demokrasi, seperti 
sistem elektoral, prosedur hukum, dan sistem peradilan, untuk agenda- 
agenda politis mereka sendiri yang pada dasarnya anti-demokratis. Seperti 
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kelompok-kelompok lain mereka juga berdemonstrasi untuk menuntut 
solusi demokratis, tetapi jauh dari tujuan-tujuan civil society dalam 
demokrasi, karena tujuan mereka adalah untuk mengakhiri demokrasi. 
Sikap kelompok-kelompok radikal terhadap demokrasi mirip dengan 
sikap partai Nazi terhadap negara, yakni: memperlakukan demokrasi 
sebagai kendaraan mencapai tujuan wawasan dunia (Weltanschauung) 
mereka yang melampaui batas-batas negara nasional. Karena merupakan 
gerakan wawasan dunia, mereka akan bertabrakan dengan wawasan- 
wawasan dunia lain, yakni: dengan agama-agama lain dan bahkan—dalam 
kasus Indonesia—dengan Pancasila. Juga karena melibatkan agama, 
radikalisme agama dapat menyebar cepat bagai virus pandemis yang 
dapat menginfeksi segmen-segmen populasi yang selama ini bersikap 
moderat. Membiarkan tumbuhnya kekuatan antidemokratis ini bagaikan 
membiarkan suatu organisme politis kehilangan otoimunitasnya. Bunuh 
diri demokrasi memang terdengar seperti ironi, tetapi ironi ini bisa terjadi, 
bila warganegara demokratis tidak membela kebebasan dan tatanan politis 
yang memungkinkan kebebasan mereka. 

Radikalisme yang mengambil justifikasinya dari agama me- 
rupakan tantangan yang serius bagi masyarakat majemuk. Strategi politis 
kelompok-kelompok radikal bukanlah hal menggelisahkan yang sedang 
kita bahas di sini dan juga bukan hal baru karena biasa dilakukan oleh 
kelompok-kelompok radikal lainnya, entah ekstrem kiri atau kanan. 
Yang menggelisahkan adalah fakta bahwa mereka memakai agama— 
dalam hal ini Islam—untuk membenarkan aksi-aksi intoleran mereka 
dan menginfeksi kelompok-kelompok—bisa saja termasuk militer—yang 
sebelumnya masih moderat untuk mengikuti cara berpikir mereka. Agama 
yang merupakan sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia 
yang paling mendasar, dan bagi yang percaya merupakan sumber harapan 
serta menjadi alasan untuk hidup dan bahkan juga alasan untuk mati, di 
tangan mereka telah berubah menjadi sistem doktriner yang totaliter dan 
anti-kemajemukan dengan membuat dikotomi metafisis-politis antara 
umat sendiri dan kaum kafir. Doktrin-doktrin religius yang radikal dapat 
segera membangkitkan sentimen-sentimen massa untuk melakukan aksi- 
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aksi intoleran dan bahkan brutalitas. Di sini bukan hanya umat beragama 
lain, umat Islam pun menjadi korban aksi-aksi Islam radikal. 

Istilah “eksistensialisasi religius atas kekerasan” dicoba diperkenalkan 
untuk menjelaskan cara yang dipakai kelompok-kelompok agama garis 
keras itu dalam politik demokratis Pemakaian kekerasan dijustifikasi 
dengan doktrin agama sedemikian rupa dengan menjangkau penghayatan 
eksistensial para pelaku sehingga mereka termotivasi untuk melakukan 
kekerasan terhadap kelompok-kelompok lain yang mereka anggap 
kafir (bab 9). Istilah di atas mengacu pada para suicide bombers, tetapi 
cara seperti itu juga dipakai untuk provokasi massa di dalam demokrasi 
elektoral. Menyejajarkan aksi teror dan pengerahan para pemberi suara 
dalam pemilihan umum bukanlah hal yang absurd. Kedua fenomena itu 
memiliki masalah yang sama, yaitu: pemakaian agama untuk tujuan-tujuan 
politis. Mencermati gejala ini, demokrasi kontemporer kiranya tidak dapat 
merasa cukup diri dengan prosedur-prosedurnya karena netralitas prosedur 
itu tidak lagi netral ketika dimanfaatkan dengan cara-cara yang melanggar 
kepatutan. Demokrasi bukanlah wahana hampa yang bisa dikendarai ke 
mana saja. Di dalamnya terkandung asas-asas dan batasan-batasan yang 
ditopang oleh hak-hak asasi manusia, seperti proteksi atas kebebasan, 


kesetaraan, keadilan, dan kemajemukan. 


Demokrasi seharusnya mengatasi sentimentalitas. Demokrasi modern 
tumbuh dari rasionalitas, dan programnya tidak lain daripada rasionalisasi 
kekuasaan: Kekuasaan dikontrol oleh publik sedemikian rupa sehingga 
kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas terwujud dalam kehidupan 
bersama secara politis (bab 1 dan 5). Salah satu sukses demokratisasi adalah 


pertumbuhan penalaran publik dan berkurangnya sentimentalitas, seperti 


5 Lih. Trutz von Trotha, “Gewalttatige Globalisierung, globalisierte Gewalt und Gewaltmarkt”, 
dalam: Trutz von Trotha et al. (ed.), Globalisierung der Gewalt. Weltweite Solidaritit angesichts 
neuer Fronten globaler (Un)Sicherheit, Kohlhammer Stuttgart, 2005, hlm. 17. 


Versi Pdf Lengkapnya di Ipusna 25 lesinesa uaih san biii 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


pemakaian isu suku, ras, agama, dalam proses-proses demokratis (bab 4). 
Rasionalitas mengendap dalam berbagai capaian politik modern, seperti: 
dalam prosedur demokratis, dalam aturan hukum, dalam birokrasi, dalam 
mekanisme elektoral, dalam kontrol publik atas transparansi kebijakan- 
kebijakan, dalam deliberasi politis yang dilangsungkan di dalam ruang- 
ruang publik. Dengan bertambah kompleksnya masyarakat, demokrasi 
harus mengakomodasi berbagai orientasi nilai dan pengelompokan dalam 
masyarakat, sehingga kita boleh menyebutnya “demokrasi pluralistis'. 
Toleransi, kebebasan, dan kesetaraan merupakan capaian rasionalitas 
demokrasi pluralistis (bab 6). Semua ini dilandasi alasan-alasan yang terbuka 
terhadap perbedaan pendapat, kritik, dan revisi, karena rasionalitas tidak 
menetapkan kebenaran sebelum membuktikan, melainkan mencarinya 
dengan membuktikan. 

Sementara itu, sentimentalitas mengendap dalam sisi-sisi gelap 
yang ingin diatasi oleh rasionalitas, seperti: dalam prasangka-prasangka, 
stigmatisasi, diskriminasi, pengadilan massa, primordialisme, ujaran 
kebencian, dst. Baik rasionalitas maupun sentimentalitas terkait dengan 
problem kebenaran, maka menjadi perhatian filsafat, khususnya 
epistemologi. Sikap keduanya berbeda terhadap kebenaran. Rasionalitas 
mencari kebenaran, sedangkan sentimentalitas menetapkan lebih dahulu 
kebenaran itu sebelum mencarinya dan menemukan perasaan sebagai 
tuntunan penetapan itu. Problem sentimentalitas, sebagaimana dibahas 
dalam literatur akademis, adalah membengkokkan isi komunikasi dan 
mempersepsi dunia secara salah sehingga membuat orang tidak mampu 
menghadapi dunia nyata." Bersikap sentimental adalah, demikian menurut 
sebuah batasan, “merepresentasikan dunia secara keliru agar dapat menuruti 
perasaan-perasaan kita sesuka hati”? Demikianlah lewat sentimennya 
orang memutuskan untuk membenci, mengintimidasi, mendiskriminasi, 


mencaci, dan menghancurkan, semata-mata karena targetnya telah 


6  Lih. Mark Jefferson, “What is Wrong with Sentimentality?”, dalam: Mind, Vol. 92, No. 368, 
Oxford University Press, Oxford, 1983, hlm. 525 dan 529. 


7  Lih. Mary Midgley, “Sentimentality and Brutality”, dalam: Philosophy, Vol. 54, No. 209, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1979, hlm. 385. 
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menimbulkan sentimen itu. Hal ini tentu saja bersangkutan dengan isi 
tertentu, seperti: identitas agama, suku, ras, ataupun ideologi. 

Di dalam politik modern sentimentalitas dibatasi sampai minimum. 
Itulah sebabnya mengapa birokrasi merupakan kategori modern yang 
mewakili rasionalitas kekuasaan. Di dalam tulisannya yang telah menjadi 
klasik, Politik als Beruf, Max Weber membedakan antara birokrat dan 
politikus? Birokrat seharusnya tidak melakukan politik, melainkan 
administrasi yang tidak memihak, karena birokrasi harus melayani semua 
pihak dan tidak mengistimewakan salah satu pihak. Bertindak sine ira et 
studio, tanpa kebencian dan kecondongan, birokrat adalah sosok rasional 
politik modern yang membersihkan diri dari sentimentalitas. Sementara 
itu, politikus justru melakukan yang sebaliknya, yaitu: pemihakan, per- 
tarungan, ambisi. Ia bertindak ira et studium, dengan kebencian dan 
kecondongan. 

Politik memang wilayah perjuangan kekuasaan yang dapat dimasuki 
dengan sentimentalitas, karena politik bermain dengan keyakinan moral 
dan pertentangan antara kawan dan lawan. Namun politik, termasuk politik 
sentimen, tidak sentimental karena berhitung dengan untung dan rugi. Posi- 
truth politics? gerakan-gerakan populis kanan yang sekarang menggejala di 
beberapa negara, termasuk di negara kita, memang memakai sentimen- 
sentimen, tetapi sesungguhnya ia tidak sentimental karena ujaran-ujaran 
yang bertentangan dengan akal sehat itu dipakai secara strategis untuk 
meruntuhkan diskursus dominan (bab 11). Demonisasi citra lawan yang 
disebarkan lewat serangan hoaks (hoax) ke dalam media-media sosial jelas 
bukan sentimen spontan, melainkan hasil kalkulus politis yang terencana 
dengan melibatkan anggaran yang besar. Instrumentalisasi sentimen di sini 
jelas tidak sentimental, melainkan rasional. Ironi dalam modernitas adalah 
bahwa sentimentalitas dalam politik tidak sepenuhnya sentimental karena 


merupakan bagian pelaksanaan rasionalitas strategis. 


8  Lih. Max Weber, Politik als Beruf, Reclam, Stuttgart, 1992, hlm. 32. 


9 Kata “post-truth?, sebuah adjektiva seperti “post-factual', pertama kali dipakai tahun 
1992 oleh Steve Tesich, dan di tahun 2016 Oxford Dictionaries merayakan kata itu sebagai 
international word of the year. Post-truth politics adalah budaya politik di mana yang di 
dalamnya perdebatan dilakukan dengan memicu emosi-emosi pendengar dan bukan fakta. 
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Masih mengacu pada Weber, meski ruang bagi sentimentalitas tetap 
terbuka, dalam politik modern ruang ini tetap harus diisi dengan moralitas 
agar tidak menjadi kesewenangan kekuasaan. Karena itu Weber menetapkan 
tanggung jawab moral sebagai “kehormatan” seorang pemimpin politis. 
Seorang politikus harus menyeimbangkan etika keyakinan moralnya 
dengan etika tanggung jawab. Begitu tanggung jawab moral hilang, pada saat 
itu juga kesewenangan muncul, termasuk pemakaian sentimen-sentimen 
religius yang dapat menimbulkan turbulensi politis. Demikianlah di dalam 
negara hukum demokratis terjalin hubungan yang proporsional antara para 
politikus dan para birokrat, di mana keduanya diikat oleh etika tanggung 
jawab, untuk menggerakkan rasionalisasi kekuasaan. Bila para birokrat juga 
berpolitik, proporsionalitas itu terganggu, dan sentimentalitas yang timbul 
dari Realpolitik akan mendistorsi birokrasi sehingga serong ke satu pihak. 
Itulah pangkal masalah sentimentalitas yang muncul dalam negara hukum 
demokratis. Hukum sebagai sistem dan aparat-aparat yang menduduki 
sistem itu akan kehilangan keseimbangan, begitu netralitas mereka tergerus 
oleh kepentingan-kepentingan politis sehingga tidak lagi melayani semua, 
melainkan sebagian. 

Sudah sejak abad-abad lalu ketika modernitas telah mengokohkan 
diri sebagai sebuah wawasan dunia sekular, agama dianggap sebagai hal 
yang irrasional. Anggapan ini kurang cermat. Agama bersifat holistis, maka 
mencakup yang rasional dan yang supra-rasional, tetapi tidak niscaya 
irrasional, karena keyakinan-keyakinan religius dapat dijelaskan dan 
memiliki alasan-alasan. Jika menilik sejarah, agama bahkan merupakan 
sumber rasionalitas. Jauh sebelum modernitas, lewat agamalah umat 
manusia tahu tentang yang benar dan yang salah, tentang makna eksistensi 
individu dan kelompok, tentang yang baik dan yang jahat, dan bahkan 
juga tentang yang indah dan yang jelek.” Bahkan dalam modernitas 
sendiri agama, yakni Kekristenan pasca Reformasi Protestan, juga ikut 


membentuk pemahaman diri manusia modern yang rasional, otonom, dan 


10  Harmut Ihne, “Religion, Rationalitat und Entwicklungsethik”, dalam: Jiirgen Wilhelm et.al. 
(ed.), Religion und Globale Entwicklung, Berlin University Press, Berlin, 2009, hlm. 150. 


16 Versi Pdf Lengkapnya di ipus Us Hikayat 


Chat in Telegram t.me/ayomas uk 


egaliter." Agama sudah senantiasa merupakan komponen kebudayaan yang 
menyingkap kenyataan ilahi, dunia, masyarakat, dan diri manusia, sehingga 
membentuk wawasan dunia bagi para pemeluknya (bab 18). Karena itu 
agama menyediakan cara-cara berpikir dan cara-cara bertindak bagi para 
pemeluknya dan menjadi kesadaran bagi mereka. 

Atribut 'irrasiona? yang dikaitkan dengan agama bisa benar, bila 
mengacu pada kelemahan karakter para penganutnya yang mengubah 
agama menjadi alat pemicu sentimentalitasnya. Kalau mengingat sejarah, 
seperti Perang Salib, Perang Tiga Puluh Tahun, dan 9/11, sulit dipungkiri 
bahwa agama juga dapat menjadi sumber sentimentalitas. Ia juga membuka 
celah untuk diperalat bahkan dalam politik demokratis. Mengapa? Untuk 
itu ada sekurangnya tiga alasan. Pertama, alasan ontologis, adalah bahwa 
modernitas dan sekularitas yang menekankan subjek kesadaran, entah itu 
institusi sosial, korporasi komersial, kelompok sosial ataupun individu 
otonom, telah menempatkan segala hal di bawahnya sebagai fungsi-fungsi 
untuk melayani subjek itu. Di dalam zaman fungsionalistis itu agama 
tidak luput dari fungsionalisasi bagi subjek itu. Kedua, sebuah alasan 
sosiologis, dalam kondisi pluralitas dalam masyarakat dewasa ini agama 
yang bagi penganutnya merupakan wawasan dunia total, tidak lagi dapat 
menjadi total karena harus berbatasan dengan kehadiran agama-agama lain 
atau wawasan-wawasan dunia lain, termasuk wawasan-wawasan dunia 
sekular. Dalam kondisi kompleks ini agama dipandang sebagai sebuah 
identitas kolektif tertentu, dan karena dipandang sebagai sebuah identitas 
kolektif, para pencari kuasa menemukannya sebagai modal konflik untuk 
membenturkan kelompok dengan kelompok. Carl Schmitt memahami 


instrumentalisasi politis ini sebagai politik, seperti ditulisnya: 


Setiap pertentangan religius, moral, ekonomis, etnis atau lain- 
lainnya berubah menjadi pertentangan politis, jika pertentangan 
itu cukup kuat untuk mengelompokkan orang secara efektif 


menjadi kawan dan lawan.? 


1 Bdk. Johann Figl, “Sakularisierung”, dalam: Jiirgen Wilhelm et al. (ed.), Religion und Globale 
Entwicklung, Berlin University Press, Berlin, 2009, hlm. 120. 


12 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker & Humbolt, Berlin, 1963, hlm. 37. 
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Cukup alasan untuk mewaspadai bahwa dewasa ini, di era globalisasi 
teror pertentangan identitas agama sedang bangkit menjadi pertentangan 
politis yang bahkan dapat menggeser bentuk-bentuk pertentangan lain, 
termasuk pertentangan kelas. Betapa pun terdengar kolot, dikotomi yang 
diambil dari doktrin agama antara kaum beriman dan kaum kafir dapat 
mendistorsi persepsi warga, mendisorientasi perilaku mereka, dan akhirnya 
mendisintegrasi organisme politis. 

Ketiga, sebuah alasan epistemologis, inti keyakinan religius itu sendiri, 
karena memberikan jawaban yang ultim atas pertanyaan-pertanyaan 
fundamental yang paling personal sekaligus sosial, menjangkau afeksi 
dan emosi manusia yang kerap sulit ditembus lewat penalaran rasional." 
Hal ini tentu menyangkut kedewasaan emosional agamawan itu sendiri 
terhadap keyakinan religius itu. Kebenaran wahyu ilahi adalah mutlak, 
tetapi pemahaman manusia atasnya adalah nisbi. Meski demikian kerap 
manusia memutlakkan keyakinan atas pemahamannya sendiri sehingga 
menolak nalar yang dianggapnya menjadi sumber kesangsian. Keyakinan 
hiperbolik yang kedap-nalar seperti itu secara ironis dapat berfungsi efektif 
sebagai alat provokasi massa menuruti skema Pavlovian stimulus-respons," 
sebagaimana dilakukan baik dalam propaganda-propaganda rezim fasis 


dahulu maupun dalam marketing perusahaan-perusahaan dewasa ini. 


Baik loyalitas terhadap identitas kolektif maupun sifat kedap-nalar inti 
keyakinan religius merupakan sumber-sumber sentimentalitas yang sangat 
kuat yang dapat dipakai sebagai sumber daya konflik sosial-politis. Agama 


tetap merupakan faktor yang sangat menentukan di dalam demokrasi 


13  Bdk. Harmut Ihne, op.cit., hlm. 149. 


14 Dalam eksperimennya yang termasyhur Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) memberi daging 
kepada seekor anjing dan mengukur jumlah air liur hewan itu dan menemukan bahwa setelah 
berulang kali diberi rangsangan, organisme akan memberi respons yang terkondisi, yakni 
sesuai dengan apa yang dirancang oleh Pavlov. 
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kontemporer. Bahkan pemakaian agama dalam politik menunjukkan 
bagaimana demokrasi dapat berpasangan dengan sentimentalitas. Pilkada 
(Pemilihan Kepala Daerah) Jakarta yang mulai di akhir tahun 2016 
yang lalu, sebuah praksis demokrasi lokal yang juga menarik perhatian 
internasional, tidak sama sekali bersih dari problem instrumentalisasi 
agama. Para pemberi suara digerakkan dengan alasan-alasan religius untuk 
tidak memilih calon petahana. Ada tuduhan penistaan agama yang menjadi 
viral di ruang maya, suatu tuduhan yang dengan kepastian hukum Pavlov 
segera memicu sentimen kolektif untuk pengerahan massa besar-besaran 
dan beruntun bernama Aksi Bela Islam' yang menekan pemerintah agar 
segera menyeret gubernur Jakarta itu ke pengadilan. Ada stigmatisasi 
terhadap para pendukungnya lewat serangan hoaks. Ada intimidasi untuk 
tidak mendoakan jenazah mereka yang memilih kandidat non-Muslim itu. 
Ada ujaran-ujaran kebencian terhadap minoritas ras dan agama dilengkapi 
dengan horor hukuman neraka yang juga didengungkan di tempat-tempat 
ibadat. Semua language-game agama ini, termasuk tuduhan penistaan 
agama itu sendiri, merupakan konstruksi politis yang 'sukses' melorotkan 
elektabilitas sang petahana yang semula nyaris tidak terkalahkan. Banyak 
yang mengakui kinerja petahana dan yang semula akan memilihnya akhirnya 
urung memilihnya. Salah satu alasannya—yang mungkin terkuat—adalah 
takut tidak masuk surga karena telah memilih pemimpin non-Muslim. 
Apakah cara di atas merupakan semacam praktik propaganda fasis 
untuk menstigma musuh atau 'inovasi marketing politis yang sukses 
menjual kandidat tertentu, hampir tidak dapat dipisahkan. Dalam keduanya 
agama memang dipakai untuk motif-motif politis. Paket dramaturgi politis 
seperti itu yang melibatkan massa dalam jumlah sangat besar, meskipun 
mengatasnamakan demokrasi, tentulah sangat membahayakan kebebasan 
warganegara dan asas fairness yang merupakan dasar utama sebuah 
demokrasi. Karena itu sentimentalisasi agama tetap merupakan ancaman 
terbesar dalam demokrasi pluralistis. Dramaturgi politis pengerahan massa 
dengan alasan-alasan religius dapat dipakai dalam kesempatan-kesempatan 
lain, dan hal itu tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan cadangan massa 
yang rentan terhadap demagogi dan disinformasi lewat media. Justru 
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dewasa ini, ketika sentimentalitas dapat difasilitasi dengan media-media 
sosial, saat orang lebih mengarahkan matanya ke layar daripada ke dunia, 
demokrasi telah menjadi peristiwa media yang melibatkan mesin-mesin 
disinformasi. 

Di dalam dramaturgi politis yang “disuntik dengan serangan hoaks yang 
massif sulitlah menyebut bahwa emotional voters itu homo politicus, yang 
dalam pengertian Aristotelian adalah warganegara yang berkeutamaan, 
mungkin lebih tepat menyebut mereka sekadar homo digitalis, yakni 
pengguna gawai yang digelisahkan dan diarahkan oleh mesin-mesin 
disinformasi.8 Komunikasi digital telah membawa masyarakat pada apa 
yang disebut Dieter Senghaas “politisasi fundamental”, yaitu: proses di mana 
segala masalah masyarakat menjadi masalah politis, dan segala masalah 
politis menjadi masalah masyarakat.7 Akibatnya, bukan hanya batas-batas 
antara masyarakat dan negara menjadi kabur, melainkan juga batas-batas 
antara yang privat dan yang publik dan akhirnya juga antara yang rasional 
dan yang sentimental. Pemakaian media-media sosial yang dikira dapat 
mewujudkan praktik deliberasi publik ternyata justru mendangkalkan 
demokrasi menjadi arena provokasi-provokasi. 

Provokasi sentimen-sentimen religius dalam Pilkada Jakarta memang 
bukan satu-satunya kasus instrumentalisasi agama dalam demokrasi, karena 
di beberapa negara demokratis lain, seperti Amerika Serikat, agama juga 
merupakan sumber sentimen yang difavoritkan untuk merangsang para 
pemberi suara. Akan tetapi yang terjadi dalam Pilkada Jakarta itu adalah 
salah satu contoh yang paling spektakular di negara kita tentang bagaimana 
demokrasi dan sentimentalitas tidak bertentangan, melainkan de facto 
berpasangan. Di kota ini kita menyaksikan bagaimana post-truth politics 
dipraktikkan untuk melawan diskursus dominan tentang keberagaman. 


Politik real memang tidak tertarik pada kebenaran agama an sich. Politik 


15 Kata disinformasi atau dalam bahasa Inggris disinformation berasal dari kata Rusia 
dezinformatsiya, yang berarti informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja untuk 
mengecoh. 


16 Bdk. Rafael Capurro, Homo Digitalis. Beitrage zur Omtologie, Anthropologie und Ethik der 
digitalen Technik, Springer VS, Wiesbaden, 2017, hlm. Xi. 


17  Lih. Dieter Senghaas, Zivilisierung wider Willen, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1998, hlm. 30. 
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lebih tertarik pada fungsinya sebagai instrumen kepatuhan dan alat 
pembenaran. Semakin sentimental dan irrasional klaim-klaim dan sikap- 
sikap religius, semakin klaim-klaim dan sikap-sikap itu berfungsi baik 
untuk mobilisasi para pemberi suara di dalam demokrasi massa. Jika para 
pemberi suara memang digerakkan oleh sentimen-sentimen religius yang 
direproduksi oleh para cybertrooper, pilihan mereka di bilik suara bukan 
lagi cerminan kebebasan politis mereka, melainkan tidak lebih daripada 
mimesis atau konformisme. 

Dengan pelanggaran prosedural yang minor dan dengan proses 
elektoral yang tertib, orang lalu menilai Pilkada telah berjalan demokratis. 
Sungguhpun demikian, mobilisasi para pemberi suara lewat sentimen- 
sentimen religius telah mencederai fairness dalam demokrasi karena alih- 
alih penilaian atas kinerja, rekam jejak, dan karakter—yang bisa dicapai 
oleh siapa saja—para pemberi suara dibuat terobsesi pada identitas religius 
mereka. Demokrasi bukan sekadar format kosong yang bisa diisi dengan apa 
saja, termasuk sentimen-sentimen negatif, melainkan sudah mengandung 
isi normatif yang diproteksi dengan hak-hak asasi manusia dan dilandasi 
dengan toleransi serta kebebasan. Karena itu instrumentalisasi agama sejak 
awal tidak hanya melukai demokrasi dan merendahkan martabat manusia, 
melainkan juga menodai sakralitas agama itu sendiri. Luka-luka kolektif 
yang ditimbulkan dari dikotomi kawan-lawan yang bahkan sanggup 
membelah sebuah keluarga merupakan kerugian besar sebuah demokrasi 


yang membiarkan sentimentalitas meracuni isi kepala para warganya. 


Ambivalensi antara rasionalitas dan sentimentalitas, sebagaimana telah 
diulas di atas, melekat pada peran agama dalam demokrasi. Karena itu dalam 
demokrasi agama dapat menampilkan suatu wajah ganda yang bertolak 
belakang. Di sisi terangnya agama memiliki kekuatan yang dapat mengantar 


warganegara pada nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Ambivalensi ini 
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tidak hanya menyangkut Islam, melainkan juga Kekristenan dan bahkan 
Hindhuisme dan Buddhisme. Kekuatan normatif agama memotivasi 
perjuangan tanpa kekerasan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak 
warga, sebagaimana dilakukan oleh Mahatma Gandhi yang bertolak dari 
tradisi Hindhuisme, Jainisme, dan Buddhisme, oleh Martin Luther King Jr. 
yang banyak diinspirasi oleh Kekristenan, dan di negeri kita, Abdurrahman 
Wahid yang banyak menimba nilai-nilai kemanusiaan dari Islam." Dalam 
agama terkristalisasi nilai-nilai terpenting peradaban yang sampai hari ini 
memengaruhi dan memotivasi umat manusia, sehingga berbagai gerakan 
demokratisasi, solidaritas dan hak-hak warga, seperti terjadi di Amerika 
Serikat, Amerika Latin, Eropa Timur, Timur Tengah, dan di negara kita, sulit 
dipahami tanpa peranan kelompok-kelompok agama. Bahkan penalaran 
publik yang dianggap sangat penting dalam demokrasi kontemporer itu, 
seperti secara tepat dikemukakan Craig Calhoun, memiliki akar-akarnya 
dalam agama, sehingga “upaya melepas ide penalaran publik (atau realitas 
ruang publik) dari agama adalah melepasnya dari tradisi yang terus 
memberinya kehidupan dan isi”. 

Sisi kelam agama terkait dengan pemakaiannya sebagai alat kekuasaan. 
Sebagian orang yang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan 
memakai agama untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Di sisi kelam 
ini agama—terlebih monoteisme?—bisa menjadi sumber intoleransi 
dan brutalitas dengan menggerakkan naluri-naluri tribalistis manusia 


yang bahkan masih dapat dengan sengaja dimunculkan kembali di dalam 


18 Bdk. Clemens Six, “Zwischen Welthegemonie und Vielfalt der Moderne - Religion in den 
internationalen Beziehungen”, dalam: Jurgen Wilhelm et.al. (ed.), Religion und Globale 
Entwicklung, Berlin University Press, Berlin, 2009, hlm. 130. 


19  Lih. Craig Calhoun, “Secularism, Citizenship, and the Public Sphere”, dalam: Craig Calhoun 
et.al. (ed.), Rethinking Secularism, Oxford University Press, Oxford, 2011, hlm. 81. 


20 Dalam hal ini menarik pendapat Jonathan Kirsch bahwa intoleransi lebih dibawa oleh 
monoteisme yang memiliki “suatu kecenderungan untuk menganggap ritual-ritual dan 
praktik-praktik agamanya sendiri sebagai cara yang paling pantas untuk memuja allah 
yang benar dan esa”, sedangkan politeisme cenderung toleran dan longgar terhadap ide 
ketuhanan yang berbeda-beda. Lih. Russell Blackford, Freedom of Religion and the Secular 
State, John Wiley and Sons Ltd., Oxford, 2012, hlm. 22. 
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demokrasi modern.” Agama menjadi tidak lebih daripada alat-alat, seperti 
alat-alat politis lainnya. Investigasi yang dilakukan di Amerika Serikat 
memperlihatkan bahwa jaringan global kaum militan Islam melibatkan 
ratusan perusahaan, lembaga-lembaga karitatif, dan yayasan-yayasan, 
sehingga radikalisme Islam memiliki ciri sebuah konglomerasi global.? Di 
sini agama tak ubahnya alat di tangan kaum militan untuk meraih dukungan 
dana demi tujuan-tujuan politis yang bertentangan dengan tujuan-tujuan 
agama itu sendiri. 

Untuk menghadapi fenomena instrumentalisasi agama dalam 
demokrasi kontemporer ini sikap pesimistis sama tidak produktifnya 
dengan sikap optimistis yang berlebihan. Kita harus terus bekerja 
untuk perubahan, meskipun dunia yang kita kenal ini sejak dahulu 
penuh kontradiksi dan ambivalensi. Pesimisme mematahkan harapan 
untuk perubahan, sedangkan optimisme berlebihan kerap mengabaikan 
kompleksitas masalah yang menghalangi perubahan. Menghadapi masalah 
ini dibutuhkan sikap realistis. Saya sepakat dengan Andreas Hasenclever 
bahwa sebaiknya kita tidak melebih-lebihkan potensi konflik agama, sama 
seperti sebaiknya kita tidak entah mengabaikan potensi agama untuk 
perdamaian atau meremehkan sentimentalisasi agama dalam politik. 
Bekerja dengan ambivalensi agama memerlukan kepiawaian untuk me- 
milah-milah masalah. Masalah instrumentalisasi agama dalam politik 
demokratis tidak dapat dipisahkan dari problem-problem lain di dalam 
masyarakat dewasa ini, seperti kesenjangan sosial, mentalitas pasca kolonial, 
dan pendidikan agama itu sendiri. 

Seperti didugai oleh Hasenclever potensi konflik yang dibawa oleh 
agama dan peluang agama untuk diinstrumentalisasikan akan sangat 
dibatasi jika kualitas pendidikan agama ditingkatkan dan kesenjangan 


sosial dikurangi. Sebaliknya, agama-agama semakin mudah dapat diins- 


2  Lih. B. Herry Priyono, “Tribalisme Menabrak Demokrasi. Sebuah Catatan untuk Franz Magnis- 
Suseno”, dalam: F. Budi Hardiman (ed.), Franz Magnis-Suseno. Sosok dan Pemikirannya, 
Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 273 dst. 

22 Lih. Steven Emersonet.al., Jihad Incorporated. A Guide to Militant Islam in the US, Prometheus 
Books, New York, 2006, hlm. 19. 

23 Lih. Andreas Hasenclever, “Getting Religion Right - Zur Rolle von Religionen in politischen 
Konflikten”, dalam: Jurgen Wilhelm et.al. (ed.), Religion und Globale Entwicklung, Berlin 
University Press, Berlin, 2009, hlm. 171-183. 
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trumentalisasi, bila semakin besar ketergantungan umat mereka yang 
mapan dan mayoritas pada negara dan masyarakat. 

Hipotesis di atas berarti bahwa di dalam sebuah negara, di mana 
para pemeluk agama mayoritas mendapat privilegi dari pemerintah, 
entah dalam bentuk pelayanan, hak, prasarana atau apa pun yang dapat 
menguntungkan eksistensi sosial mereka, agama mayoritas itu sangat 
rentan untuk dipakai sebagai alat justifikasi atas tujuan-tujuan kekuasaan 
politis. Semakin agama bersenyawa dengan politik, semakin mudah pula 
ia diinstrumentalisasikan sekaligus disentimentalisasi oleh politik, yakni 
dengan biaya bahwa demokrasi gagal mengasuh para individu menjadi 


warganegara yang rasional. 


Tidak mudah mengatasi problem persenyawaan agama dan politik dalam 
demokrasi kontemporer. Boleh dikatakan bahwa tradisi filsafat politik Barat 
selama berabad-abad merupakan suatu upaya untuk mengatasi problem 
tersebut. Tulisan-tulisan yang dihimpun di dalam buku ini sedikit banyak 
merupakan hasil belajar dari tradisi tersebut dengan harapan agar demokrasi 
kita di Indonesia bisa menjadi lebih baik, yakni: menjadi lebih rasional dan 
kurang sentimental. Ada dua catatan yang perlu dimaklumi sebelum mulai 
membaca. Pertama, karena merupakan sebuah himpunan tulisan-tulisan, 
buku ini tentu tidak menyajikan sebuah keutuhan gagasan sebagaimana 
dapat diberikan di dalam sebuah monografi. Kedelapan belas ulasan yang 
dikumpulkan di sini ditulis untuk kesempatan dan publik yang berbeda- 
beda, sehingga sedikit banyak perlu dipahami di dalam konteks-konteks 
mereka masing-masing. Kedua, sebagai suatu kesatuan buku ini juga tidak 
memiliki pretensi untuk menyelesaikan problem instrumentalisasi agama 
yang telah dibahas di atas. Tidak semua bab membahas problem tersebut 


secara langsung, tetapi pertalian antara demokrasi dan sentimentalitas 


24 Lih. ibid. hlm.181. 
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